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PADA Selasa (16/7) lalu, Menteri

Agama Yaqut Cholil Qoumas melantik

Dr H Ahmad Bahiej SH M.Hum seba-

gai Kepala Kantor Wilayah Kemen-

trian Agama Daerah Istimewa Yogya-

karta (Kakanwil Kemenag DIY) meng-

gantikan Dr H Masmin Afif MAg.

Kehadiran Ahmad Bahiej sebagai pu-

cuk pimpinan Kakanwil Kemenag DIY

menjadi energi baru untuk memba-

ngun ekosistem layanan keagamaan di

Yogyakarta yang lebih baik. Selain itu,

sebagai figur yang sebelumnya menja-

bat Kepala Biro Hukum dan Kerja-

sama Luar Negeri Kemenag RI, ia

mempunyai tanggung jawab lebih be-

sar untuk menjalankan tugas yang

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan norma-norma agama.

Untuk mengemban amanah yang di-

tugaskan Menag tentu membutuhkan

kolaborasi ekstra dengan berbagai pi-

hak, baik di lingkup internal maupun

eksternal seperti elemen organisasi

keagaman, kampus, dan pemangku

kuasa publik lainnya. Terutama tan-

tangan ke depan dalam meningkatkan

iklim kerukunan beragama di Yogya-

karta. Sebab, kerukunan beragama

menjadi aspek paling fundamental

yang ditegaskan dalam Rencana Pem-

bangunan Menengah Nasional (RP-

MN) di tahun 2020-2024 melalui pro-

gram pemberdayaan Moderasi Beraga-

ma. Tidak menutup kemungkinan,

kerukunan akan menjadi salah satu

fokus penting yang ditekankan peme-

rintah pusat agar bisa dijalankan se-

cara berkelanjutan oleh berbagai pe-

mangku kekuasaan di berbagai

daerah.

Tugas baru dan amanah yang penuh

tantangan tersebut bukan berarti men-

jadi penghalang bagi Ahmad Bahiej un-

tuk menakhodai roda kepemimpinan

Kemenag di DIY. Apalagi, ada berbagai

rekam jejak yang pernah dilaluinya di

lingkup di birokrasi dan akademisi

yang turut menguatkan spirit pengab-

diannya dalam menjalankan berbagai

tugas.

Birokrat Cum Akademis

Sebagai seorang birokrat, Bahiej di-

harapkan mampu menghadirkan cara

kerja baru di berbagai layanan keaga-

maan di Yogyakarta. Meski moda ad-

ministrasi menjadi salah satu ruh uta-

ma dalam pengembangan birokrasi di

berbagai layanan publik, namun seba-

gai seorang akademisi yang meniti

karier di dunia birokrasi tentu mempu-

nyai ijtihad akademik dalam mengurai

setiap masalah layanan keagamaan

yang lebih strategis dan prospektif.

Terlebih, Bahiej juga seorang aktivis

sosial keagamaan yang bertahun-

tahun berhadapan dengan aneka rupa

persoalan keagamaan di level mene-

ngah ke bawah. Maka, tidak menutup

kemungkinan ia akan membangun

berbagai terobosan (breakthrough) da-

lam menguatkan corak keagamaan

yang inklusif di berbagai fasilitas

umum, seperti pendidikan, penyu-

luhan, aktifitas peribadatan, dan lain

semacamnya.

Di samping itu, sebagai seorang

birokrat cum akademisi, Bahiej mem-

punyai kompetensi keilmuan di bidang

hukum. Dengan kompetensi tersebut,

berbagai terobosan dan kebijakan yang

akan dirancang dan dilaksanakan, ten-

tu akan selaras dengan peratur-

an hukum dan norma-norma

agama. Apalagi, kepatuhan ter-

hadap dua asas pelayan masya-

rakat tersebut, ditegaskan oleh

Menag saat pelantikan dirinya

sebagai Kakanwil Kemenag

DIY.

Dari sekian modal sosial yang

dimiliki Bahiej tersebut, tentu-

nya masyarakat Yogyakarta sa-

ngat berharap akan terjadi per-

ubahan cara kerja layanan

keagamaan dan sistem layanan

yang lebih efektif, efisien, dan

maslahat. Demikian pula corak

keberagamaan yang selama ini

berlangsung dinamis dan dialek-

tis dengan aneka macam per-

soalan dan afiliasinya, memer-

lukan penyikapan yang lebih

progresif agar bisa memperkuat

karakteristik Yogyakarta seba-

gai kota yang dijuluki ëSerambi

Madinah yang lekat dengan kearifan

lokal dan tatanan kebudayaannya.

Harapan yang begitu besar tersebut

tentu dilandasi berbagai alasan, baik

yang bersifat substantif maupun tek-

nis. Apalagi Bahiej merupakan putra

daerah yang tumbuh besar di Gu-

nungkidul dan ditempa dengan berba-

gai corak kehidupan khas Ngayogya-

karto dan mewarisi berbagai norma so-

sial keagamaan dari para leluhurnya.

Pada titik ini, berbagai irisan value-

grafis yang melekat pada dirinya akan

kian melengkapi ikhtiarnya untuk

menjalankan tugas sebagai Kakanwil

Kemenag DIY. Semoga perannya seba-

gai pimpinan tertinggi yang mem-

bawahi berbagai satuan kerja menjadi

energi baru yang mengantarkan wajah

keagamaan dan potret keragaman di

Yogyakarta yang selaras dengan nilai-

nilai tradisi lokal yang luhur (al

muhafadzah ala qadimis shaleh) dan

mengembangkan inovasi baru yang

lebih baik (wal akhdzu bil jadid al

ashalah). ❑-d

*) Fathorrahman Ghufron, Wakil

Katib PWNU DIY dan Wakil Dekan

Kemahasiswaan dan Kerjasama

Fakultas Saintek UIN Suka.

Kultus Feodalisme: Guru Besar dan Pemujaan Artifisial

Fathorrahman Ghufron

Balaikota Semarang ‘diobok-obok’

KPK.

-- Tambah lagi kasus korupsi

kepala daerah.

***

MUI menonaktifkan dua nama

anggotanya.

-- Sikap bulat kita memang mem-

bela Palestina.

***

Belum lapor LHKN, Caleg terpilih tak

dilantik.

-- Laporan harus jujur, jangan tu-

tupi kekayaan.

Wajah Baru Kakanwil Kementerian Agama DIY

PENGANGKATAN Guru Besar di

Indonesia menjadi sorotan karena pro-

ses seleksi yang kontroversial dan ku-

rang transparan, memicu keraguan in-

tegritas di dalamnya. Beberapa kasus

menunjukkan kecenderungan pengang-

katan lebih berdasarkan pada hubung-

an personal dan politis daripada

prestasi akademik, menyoroti masalah

dalam sistem pendidikan tinggi dan ke-

beradaan feodalisme yang kuat. Gelar

akademik seperti Guru Besar dianggap

prestise tinggi yang mencer-

minkan karier akademik yang

sukses, namun juga menim-

bulkan pertanyaan tentang

transparansi dan meritokrasi se-

cara akademik.

Gelar akademik di Indonesia

tidak hanya sebagai simbol pen-

capaian intelektual, tetapi juga

sebagai indikator status sosial

yang dihormati, mencerminkan

tradisi menghargai pendidikan

formal. Kontroversi seputar

pengangkatan Guru Besar me-

nunjukkan perlunya proses eval-

uasi yang lebih adil berbasis

meritokrasi. Praktik pengang-

katan sering kali dipengaruhi

oleh hubungan personal, politi-

sasi, dan faktor non-akademis,

menghadirkan tantangan dalam

sistem pendidikan tinggi dan

mengajukan pertanyaan kritis

tentang nilai gelar akademik di

era global yang kompetitif.

Akar Feodalisme

Feodalisme adalah sistem sosial-poli-

tik yang dominan di Eropa pada Abad

Pertengahan, tetapi bervariasi di selu-

ruh dunia, termasuk di Indonesia.

Secara umum, feodalisme melibatkan

hubungan antara tuan tanah (biasanya

bangsawan atau aristokrat) dan

pelayan atau petani yang memberikan

jasa atau perlindungan untuk tanah

atau keamanan. Di Indonesia, feodal-

isme tidak diorganisir persis seperti di

Eropa, tetapi mencerminkan struktur

sosial dan politik dengan hierarki yang

kuat, dominasi oleh kelompok elite, dan

penggunaan gelar atau jabatan yang

menunjukkan status sosial yang tinggi.

Feodalisme di Indonesia berakar dari

struktur sosial pra-kolonial yang meni-

tikberatkan pada kepemilikan tanah

dan kewajiban pelayanan kepada pe-

nguasa lokal atau raja. Sistem ini meng-

atur hubungan antara penguasa dan

masyarakat melalui pertukaran perlin-

dungan dan pelayanan. Dalam pen-

didikan tinggi Indonesia, feodalisme

mencakup praktik-praktik modern

seperti hubungan personal, nepotisme,

dan politisasi dalam pengangkatan

Guru Besar serta pemberian gelar

akademik tertinggi. Ini mencerminkan

kecenderungan untuk menjaga hierarki

elite di dunia akademik, yang sering

kali mengabaikan meritokrasi dan

keadilan sosial.

Feodalisme model baru di institusi

pendidikan tinggi Indonesia telah

berevolusi dari bentuk tradisionalnya di

Eropa menjadi adaptasi kompleks.

Meskipun ada desakan reformasi dari

masyarakat dan akademisi, praktik-

praktik seperti nepotisme dan pengaruh

politik masih mempengaruhi proses

pengangkatan dan evaluasi akademik.

Transformasi yang dibutuhkan terma-

suk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas untuk memastikan kuali-

tas pendidikan yang lebih baik ke de-

pan.

Dampak Pemujaan Artifisial

Pengangkatan Guru Besar

berdasarkan pemujaan terhadap gelar

akademik berdampak besar pada dunia

pendidikan di Indonesia. Pengangkatan

Guru Besar yang tidak didasarkan pada

meritokrasi atau prestasi akademik

yang jelas, dapat menurunkan standar

pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Guru Besar yang dipilih atas pertim-

bangan non-akademis dapat mengham-

bat institusi dalam menghasilkan riset

berkualitas dan inovatif, serta mengu-

rangi motivasi akademisi untuk berkon-

tribusi maksimal. Selain itu, proses

pengangkatan yang tidak transparan,

juga berdampak negatif pada integritas

dan reputasi institusi pendidikan tinggi,

merusak citra sebagai tempat pembela-

jaran yang objektif dan bermartabat,

yang dapat menurunkan kepercayaan

masyarakat dan daya tarik bagi calon

mahasiswa serta peneliti. Dinamika in-

ternal di antara akademisi pun ter-

pengaruh, dengan fokus lebih be-

sar pada status sosial dan

kekuasaan daripada pada komit-

men terhadap penelitian dan pen-

gajaran berkualitas. Penting un-

tuk memahami dan mengatasi

dampak pemujaan gelar Guru

Besar ini untuk memperkuat in-

tegritas akademik institusi serta

mengurangi tekanan sosial dan

budaya yang muncul.

Reformasi dan Solusi

Reformasi pengangkatan Guru

Besar di Indonesia perlu mempri-

oritaskan langkah-langkah kunci

untuk meningkatkan integritas

dan kualitas pendidikan tinggi.

Langkah pertama, meningkatkan

transparansi dalam proses peng-

angkatan untuk mengurangi pe-

ngaruh feodalisme dan faktor non-

akademis lainnya. Langkah ke-

dua, menerapkan meritokrasi ke-

tat dalam penilaian akademisi

berdasarkan kontribusi riset, kua-

litas pengajaran, dan pelayanan masya-

rakat. Komunitas akademik dan peme-

rintah memiliki peran penting dalam

mendukung reformasi ini, dengan mem-

promosikan meritokrasi, transparansi,

dan memberikan regulasi yang men-

dukung. Diharapkan langkah-langkah

ini akan membangun lingkungan

akademik yang lebih transparan, adil,

dan berprestasi di Indonesia.  ❑-d

*) Prof Dr Kasiyan MHum, Guru

Besar Departemen Pendidikan Seni

Rupa, Fakultas Bahasa, Seni, dan

Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta.

Prof Dr Kasiyan MHumPansus Angket Haji
PANITIA Khusus (Pansus)

Angket Haji DPR RI terkait pelak-

sanaan penyelenggaraan ibadah

haji 2024 sudah dibentuk pada

Selasa (9/7) lalu, namun sampai

saat ini belum melakukan rapat.

Rapat perdana yang sedianya di-

laksanakan Rabu (17/7) lalu ditun-

da. Kemungkinan karena kesi-

bukan para anggota dewan di

saat reses, bukan karena me-

nunggu selesainya penyeleng-

garaan ibadah haji, di mana pe-

mulangan jemaah baru akan ber-

akhir Senin (22/7) depan.

Pembentukan pansus memang

dijamin undang-undang, artinya

sudah sesuai konstitusi. Hak

Angket memang menjadi salah

satu hak anggota dewan. Namun

banyak yang mencium aroma bau

politis terhadap pembentukan

pansus. Sampai-sampai Sekre-

taris Umum PP Muhamamdiyah,

Prof Abdul MuÕti mengeluarkan

peringatan agar pansus bukan

untuk kepentingan dan persaing-

an perseorangan sebagai politisi,

melainkan dengan tujuan Per-

baikan dan untuk kepentingan

bangsa dan negara.ÓKalau mo-

tifnya itu misalnya ada agenda

politik untuk menyudutkan Menteri

Agama atau Kementerian Agama

karena hal-hal yang sifatnya per-

sonal, harus dihindari,Ó ujarnya

kepada wartawan.

Sebagaimana dimaklumi ber-

sama, Menteri Agama (Menag)

maupun anggota DPR RI meru-

pakan sama-sama �makhluk poli-

tik�. Masing-masing mungkin saja

mempunyai kepentingan tersem-

bunyi, misalnya ada anggota de-

wan yang mengincar posisi Me-

nag. Selain itu Yaqut yang awalnya

kader PKB juga tidak sevisi dalam

politik dengan Ketua Umum DPP

PKB Abdul Muhaimin Iskandar

yang menjadi ketua Timwas Haji

DPR RI.Termasuk saat Pilpres lalu

Gusmen tidak memberikan du-

kungan kepada Muhaimin.

Karena itu tak mengherankan

kalau muncul dugaan pemben-

tukan pansus karena ada kepen-

tingan politik.Apalagi ada kesan

buru-buru dalam pembentukan

pansus, di mana proses penye-

langgaran masih berlangsung.

Padahal selama ini usai penye-

lenggaran haji juga ada evaluasi,

dari tingkat pusat sampai bawah,

termasuk DPR dan pemerintah

(Menag dan jajarannya) duduk

bersama untuk melakukan evalu-

asi, mungkin juga untuk memba-

has catatan Timwas DPR yang

setiap musim haji juga melakukan

pengawasan.

Namun demikian, benar atau

tidaknya asumsi-asumsi di atas

tergantung bagaimana pansus

menjalankan tugas-tugasnya nan-

ti. Sesuai konstitusi, hak angket di-

maksudkan untuk melakukan

penyelidikan terhadap pelaksa-

naan kebijakan pemerintah yang

diduga bertentangan dengan per-

aturan perundang-undangan. Da-

lam hal ini, Pansus akan mena-

nyakan apakah kebijakan yang di-

ambil Menteri Agama dalam

penyelenggaraan ibadah haji

2024 ada yang melanggar per-

aturan perundangan atau tidak.

Misalnya terkait pembagian kuota

haji tambahan sebanyak 20.000,

yang dibagi rata 10.000 untuk haji

reguler dan 10.000 untuk haji

khusus, bukan 8.000 untuk haji

khusus dan 12.000 untuk haji re-

guler. Isu yang muncul, pemerin-

tah menjual tambahan kuota ke

Penyelanggara Haji Khusus

(PIHK).

Jadi, mestinya Pansus mempu-

nyai niat tulus menyelidikan

apakah dalam penyelenggaraan

ibadah haji 2024 terjadi pelang-

garan aturan perundang-undang-

an atau tidak.Di sisi lain, pemerin-

tah (Menteri Agama bersama ja-

jarannya) pasti akan menyam-

paikan pembelaan dengan berba-

gai data dan argumentasi yang

menunjukkan tidak adanya pe-

langgaran peraturan. Pansus mes-

ti mencermati dan menguji pembe-

laan tersebut dengan hati yang

jernih sehingga menghasilkan ke-

simpulan atau keputusan.

Kita berharap, segenap anggota

Pansus menjalankan tugasnya se-

cara profesional, tanpa dilatarbe-

lakangi kepentingan politik pribadi

maupun kelompok. Selanjutnya,

hasil atau keputusannya nanti

bukan sesuai yang sudah discena-

riokan sebelumnya, tetapi me-

mang murni apa adanya. Kita tung-

gu saja hasil kerja Pansus. ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-

yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com

dengan panjang tulisan antara 550  - 600

kata, dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. 
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